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BUPATI MANOKWARI SELATAN 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN 
NOMOR 13 TAHUN 2024 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA 
KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MANOKWARI SELATAN, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah 
daerah kabupaten/kota perlu mengalokasikan Dana 
Kampung setiap tahun anggaran; 

b. bahwa ketentuan mengenai pengalokasian Dana 
Kampung sebagairnana dimaksud pada huruf a perlu 
diatur dengan peraturan bupati/walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mana perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari 
Selatan Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2097); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di 
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5365); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa 
Kementarian Dalam Negeri (Berita Negara REpublik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 52); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 
tentang Kotler, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 
dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1391); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 
1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan 
Tahun Nomor ); 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan 
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Manokwari Selatan Tahun Nomor ) 



Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut 
DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari 
Sela tan. 

6. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di 
wilayah Distrik. 

7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Kampung. 

9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Baperkam 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

10. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerin tah Kampung; 
11. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah 

unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, 
pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 

12. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung. 

13. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai 
dengan bidangnya. 



14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung. 

15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat 
BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis. 

16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Kampung. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan 
untukjangka waktu 6 (enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP-K, 
adalah penjabaran dari RPJM-K untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut 
APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
kampung. 

20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 
disebut PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Kampung. 

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya 
disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu 
Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung. 

23. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah dana yang 
dialokasikan dengan besaran yang sama untuk setiap Kampung. 

24. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah dana yang 
dialokasikan dengan memperhatikan Variabel Keluarga K.iskin (VKM), 
Variabel Luas Kampung (VLK), Variabel Jumlah Penduduk (VJP) dan 
Variabel Kesulitan Geografis (VKG). 

Kampung, selanjutnya 
Pembangunan Kampung 

25. Kampung Persiapan merupakan 
pembentukkannya oleh Pemerintah 

kampung yang 
Kabupaten 

diprakasai 
yang telah 

mempertimbangan prakarsa masyarakat kampung, asal usul, adat 
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung serta kemampuan 
dan potensi kampung. 

26. Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah kampung induk. 
27. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama 
Baperkam. 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai 
program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan 
Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan 
masyarakat Kampung. 

(2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah : 
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan; 
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung 

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung 
dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan 
infrastruktur Kampung; 

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya 
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 
g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan 

kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; 
h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi 

masyarakat serta kemandirian kampung; dan 
1. Meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung. 

BAB III 
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

Pasal 3 

(1) Alokasi Dana Kampung dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diperuntukkan bagi Kampung. 

(2) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Kampung kepada 
kampung sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung 
dan pembinaan kemasyarakatan. 

Pasal 4 

(1) Pengalokasian Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 
2 ayat (1) mempertimbangkan: 
a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung 

dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung. 
b. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan 

tingkat kesulitan geografis. 



(2) Alokasi Dana 
dialokasikan 

Kampung se bagaimana 
untuk setiap kampung 

dimaksud pada 
yang ditentukan 

ayat (1) 
dengan 

menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu : 
a. Asas Merata adalah pembagian Alokasi Dana Kampung sebesar 90% 

(Sembilan puluh per seratus) yang dibagikan sama besarnya untuk 
setiap kampung. yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar. 

b. Asas adil adalah pembagian Alokasi Dana Kampung sebesar 10% 
(Sepuluh per seratus) yang dibagi secara proporsional untuk setiap 
kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung 
berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya 
disebut Alokasi Formula. 

BAB IV 
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

Pasal 5 

(1) Formula pengalokasian Alokasi Dana Kampung dihitung secara merata 
dan berkeadilan berdasarkan : 
a. Alokasi dasar 
b. Alokasi Formula 

(2) Alokasi Dana Kampung bagi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

I ADK-k = AD-k + AF-k I 
Keterangan : 
ADK-k 
AD-k 
AF-k 

= Alokasi Dana Kampung setiap kampung 
= Alokasi Dasar setiap kampung 

Alokasi Formula setiap kampung 
Pasal 6 

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) diberikan 
dengan porsi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi 
Dana Kampung. 

(2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara 
merata di hitung dengan menggunakan rumus: 

j AD-k =(0,90 x ADK)/JK 

Keterangan : 
AD-k 
ADK 
JK 

Alokasi Dasar setiap kampung 
= Alokasi Dana Kampung Kabupaten Manokwari Selatan 

Jumlah Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan 



Pasal 7 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) 
diberikan dengan porsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran 
Alokasi Dana Kampung. 

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan 
berdasarkan indikator sebagai berikut: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 50% (empat puluh persen); 
c. luas wilayah Desa dengan bobot 15% (sepuluh persen); dan 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (empat puluh persen). 

(3) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: 

I AF Kampung = {(O, 10 x Zl) + (0,50 x Z2) + (0, 15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF 

Keterangan : 
AFKampung 
Zl 

Z2 

Z3 

Z4 
AF 

Alokasi Formula setiap kampung 
Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total 
penduduk kampung 

= Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung 
terhadap total penduduk miskin kampung 

= Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas 
wilayah kampung 
Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung 

= Alokasi Formula kabupaten 

(4) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap kampung tidak 
terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada 
kampung yang mendapat Dana Kampung terkecil. 

(5) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi Formula 
bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau 
yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 
Manokwari Selatan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 8 

Kampung penerima Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024 di 
Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 57 (Lima Puluh Tujuh) kampung 
yang telah memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian 
Dalam Negeri. 

Pasal 9 

Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Manokwari 
Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran rm 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BABV 
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Kampung (RKP-K). 

(2) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai pelaksanaan 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta sesuai dengan 
kemampuan keuangan Kampung. 

(3) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Bidang Pelaksanaan 
Pembangunan Kampung, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat dan Mendesak Kampung. 

(4) Penggunaan Alokasi Dana Kampung tertuang dalam prioritas belanja 
kampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) yang 
disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang terdiri dari: 
a. Penghasilan tetap kepala kampung dan aparat kampung. 
b. Tunjangan Ketua dan Anggota Baperkam. 
c. Penyediaan Insentif/Operasional RT /RW. 
d. Jaminan ketenagakerjaan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan 

Baperkam. 
e. Jaminan kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung. 
f. Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung. 
g. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung. 
h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung. 
1. Penyusunan Dokumen pertanggungjawaban Kampung. 
J. Membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan dengan 

memprioritaskan pada kegiatan perlindungan masyarakat, 
kebudayaan, keagamaan, kepemudaan dan kelembagaan masyarakat 
termasuk lembaga adat. 

Pasal 11 

Biaya operasional Pemerintahan Kampung seperti yang termuat dalam pasal 
10 ayat (4) huruf f merupakan biaya yang dipergunakan untuk : 
a. Pengadaan Alat Tulis Kantor; 
b. Biaya perjalanan Dinas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Kepala 

Urusan; 
c. Pemeliharaan Kendaraan dinas dan/ atau kendaraan dinas yang 

dipergunakan untuk kepentingan Dinas Aparatur Kampung; 
d. Pengadaan Pakaian Dinas; 
e. Pemeliharaan kantor; dan 
f. Air, listrik dan telepon. 



BAB VI 
PENYALURAN 

Pasal 12 

(1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung dilakukan melalui 2 
(dua) tahap yaitu : 
a. Tahap I (Pertama) sebesar 40% dicairkan apabila Kampung telah 

menetapkan APBK Tahun 2024 dan telah menyelesaikan Laporan 
Pertanggungjawaban APBK Tahun 2023; 

b. Tahap II (Kedua) sebesar 60% dicairkan apabila Kampung telah 
menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana 
Kampung (ADK) Tahap Pertama; 

(2) Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah 
disusun dan ditampung di dalam APBK masing-masing yang telah 
disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan. 

(3) ADK disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui Rekening 
Pemerintah Kampung masing-masing dan merupakan bagian dari 
pendapatan Kampung. 

Pasal 13 

(1) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung ditandatangani oleh 
Kepala Kampung dan Bendahara Kampung. 

(2) Pencairan ADK Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum pada Pasal 12 
ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis 
kepada Bupati Manokwari Selatan cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Selatan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 

2024 yang telah dievaluasi oleh Bupati Manokwari Selatan melalui 
Kepala Distrik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 
(DPMK); 

b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggung 
jawaban Akhir Tahun sebelumnya; 

c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik yang disusun bersama 
dengan tenaga pendamping kampung. 

(3) Pencairan ADK Tahap II (Kedua) sebagaimana tercantum pada Pasal 12 
ayat ( 1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). 

(4) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Kampung 
(DPMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Kepala Kampung 
menyampaikan laporan realisasi Tahap I kepada Bupati Manokwari 
Selatan c.q. Kepala DPMK Kabupaten Manokwari Selatan. 



BAB VII 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK 
kepada Bupati Manokwari Selatan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Selatan setiap 
Carturwulan tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik. 

(2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan APBK yang 
ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
maka tenaga pendamping kampung harus dilibatkan dalam proses 
terse but. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan 
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun berjalan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan kedua 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan ketiga 
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya. 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan 
penyaluran ADK ke Kampung. 

(2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK. 
(3) Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan wajib mengawasi terhadap 

penggunaan ADK. 
(4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh 

Kepala Distrik, DPMK dan Inspektorat. 

BAB VIII 
SANKS I 

Pasal 16 

( 1) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan 
penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADK secara transparan, 
partisipatif dan akuntabel akan diberikan sanksi berupa penundaan 
pencairan dan atau pengurangan ADK tahun berikutnya. 

(2) Bagi Kampung yang terbukti dengan segaja menyalahgunakan 
penggunaan ADK akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 



BAB IX 
PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari 
Selatan. 

Ditetapkan di Ransiki 
pada tanggal 29 Februari 2024 
BUPATI MANOKWARI SELATAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 



Lampiran I Peraturan Bupati Manokwari Selatan 
Nomor 13 Tahun 2024 
Tanggal 29 Februari 2024 

Rincian Alokasi Dana Kampung Menurut Kampung 
Di Kabupaten Manokwari Selatan 

Tahun Anggaran 2024 

Alokasi Dana Kampung (ADK) 
No Nama Distrik dan Kampung Alokasi Dasar Alokasi Dana Kampung 

(AD) Formula (AF) Per Kampung 
(1) (2) (3) (4) (5) 

I Distrik Ransiki 9.380.683.000 1.437.989.000 10.818.672.000 

1 Ransiki 721.591.000 152.246.000 873.837 .000 

2 Nuhuwei 721.591.000 94.086.000 815.677.000 
3 Yamboi 721. 591. 000 70.885.000 792.476.000 

4 Tobou 721.591.000 88.767.000 810.358.000 

5 Sabri 721. 591. 000 162.473.000 884.064.000 

6 Barnaba 721.591.000 102.965.000 824.556.000 

7 Abreso 721. 591. 000 235.975.000 957 .566.000 
8 Hamawi 721.591.000 110.506.000 832.097 .000 
9 Kobrey 721.591.000 110.477.000 832.068.000 

10 Wamcei 721.591.000 76.288.000 797.879.000 

11 Hamor 721.591.000 59.061.000 780.652.000 

12 Susmorof 721.591.000 117.283.000 838.874.000 

13 Mambrema 721. 591. 000 56.977.000 778.568.000 

II Distrik Oransbari 10.102.274.000 754.996.700 10.857.270.700 

14 Oransbari 721.591.000 74.615.000 796.206.000 
15 Sidomulyo 721.591.000 57.426.000 779.017.000 

16 Waroser 721.591.000 45.760.000 767 .351.000 

17 Margorukun 721.591.000 36.379.000 757.970.000 

18 Muari 721. 591. 000 99.597.000 821.188.000 
19 Watariri 721. 591. 000 41.819.000 763.410.000 

20 Masabui 721.591.000 26.629.000 748.220.000 

21 Warbiadi 721.591.000 122.651.000 844.242.000 

22 Margomulyo 721.591.000 48.797.000 770.388.000 

23 Warkwandi 721.591.000 51.027.000 772.618.000 

24 Sindang Jaya 721.591.000 42.429.700 764.020.700 

25 Wandoki 721.591.000 47.183.000 768.774.000 
26 Akeju 721.591.000 34.018.000 755.609.000 

27 Masabui II 721.591.000 26.666.000 748.257.000 

III Distrik N eney 5.051.137 .000 543.462.000 5.594.599.000 

28 Wama 721.591.000 88.672.000 810.263.000 

29 Disi 721.591.000 54.805.000 776.396.000 

30 Hiyou 721.591.000 81.293.000 802.884.000 

31 Se sum 721.591.000 58.716.000 780.307.000 



32 Benyas 721.591.000 68.622.000 790.213.000 

33 Aryawenmoho 721.591.000 93.429.000 815.020.000 

34 Neney 721.591.000 97.925.000 819.516.000 

IV Dataran Isi.rn 8.659.092.000 768.513.000 9.427.605.000 

35 Isi.rn 721.591.000 54.809.000 776.400.000 

36 Duhugesa 721.591.000 74.437.000 796.028.000 

37 Tubes 721. 591. 000 63.973.000 785.564.000 

38 Umohousi 721.591.000 52.788.000 774.379.000 

39 Tohosta 721.591.000 86.067.000 807 .658.000 

40 Hugomot 721.591.000 109.216.000 830.807.000 

41 Dihisu 721.591.000 54.639.000 776.230.000 

42 Inyuara 721.591.000 45.326.000 766.917.000 

43 Desra 721. 591. 000 55.449.000 777 .040.000 
44 Mindermes 721.591.000 58.719.000 780.310.000 

45 Sibjo 721.591.000 61.605.000 783.196.000 

46 Dibera 721.591.000 51.485.000 773.076.000 

v Distrik Momiwaren 5.051.137.000 790.301.000 5.841.438.000 

47 Dembek 721.591.000 145.091.000 866.682.000 

48 Nij 721.591.000 100.244.000 821.835.000 

49 Siwi 721.591.000 189.000.000 910.591.000 
50 Gaya Baru 721.591.000 112.084.000 833.675.000 

51 Waren 721.591.000 64.593.000 786.184.000 

52 Demini 721. 591. 000 87.207.000 808.798.000 

53 Yekwandi 721.591.000 92.082.000 813.673.000 

VI Distrik Tahota 2.886.364.000 274.821.000 3.161.185.000 

54 Yarmatum 721.591.000 87.805.000 809.396.000 

55 Reyob 721.591.000 55.492.000 777.083.000 

56 Kaprus 721.591.000 50.256.000 771.847.000 

57 Sei.rneba 721.591.000 81.268.000 802.859.000 

TOTALADK 41.130.687 .000 4.570.082.700 45.700.769.700 

......... ,Q,,_.,.o!,.• siki 
ari 2024 
SELATAN 
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